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ABSTRAK 
ANALISIS KESENJANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI GORONTALOPERIODE 2006-2010 
Eva Baharuddin 
 
Eva Baharuddin (A11108003)/Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS) dengan judul skripsi 
“Analisis Kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi 
Gorontalo”, dibimbing oleh Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si dan Suharwan Hamzah, 
SE., M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat disparitas 
pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo sebagai bahan kajian 
dan rekomendasi dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dalam kurun waktu dari PDRB perkapita 
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dan jumlah penduduk menurut 
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2006-2010. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Indeks Williamson. 
Dari analisis Indeks Williamson menunjukan bahwa kesenjangan ekonomi antar 
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berkembang relative tidak merata baik 
dalam pendapatan dan jumlah penduduknya . penyebab ketidakmerataan ini 
sangat berkaitan potensi dan kemampuan masing-masing daerah dalam 
memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 
Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi, indeks Williamson.  
 
This study aims to analyze the extent of income disparities among regency / 
cities in Gorontalo Province as study materials and advice in the planning of 
economic growth. This study uses secondary data in the period of the GDP per 
capita regencies / cities in Gorontalo province and population by district / city in 
the province of Gorontalo Year 2006-2010. The analytical tool used in this 
research is the analysis of Williamson Index. 
From the Williamson index analysis shows that economic disparities between 
regencies / cities in Gorontalo province developed relatively uneven both in 
income and population. cause of inequality is related potentials and capabilities 
of each region in promoting regional economic growth. 
Keywords: economic growth, economic inequality, the index Williamson. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator 
keberhasilan pembangunan yang umum dan familiar bagi masyarakat karena 
dapat dengan mudah diukur secara kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi berarti 
adanya kenaikan pendapatan sebagai akibat meningkat Produk Domestik 
Bruto/Produk Nasional Bruto tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau 
lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi 
terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan harus 
berjalan berdampingan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan 
kesempatan kerja dan pembagian hasil-hasil pembangunan yang lebih merata. 
Jika hal ini berlangsung secara berkelanjutan, maka daerah-daerah terpacu 
untuk terus tumbuh dan berkembang. Daerah yang semula tidak produktif dan 
tertinggal akan memiliki peluang untuk maju dan memiliki produktivitas yang 
sama atau bahkan lebih baik dari daerah lainnya. 
Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan 
ekonomi merupakan masalah besar di banyak negara berkembang tidak 
terkecuali di Indonesia. Di Indonesia pada awal orde baru para pembuat 
kebijaksanaan dan perencana pembangunan masih sangat percaya bahwa 
proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, 
Khususnya Jakrata dan sekitarnya dan hanya di sektor-sektor tertentu saja. Hal 
ini terjadi apabila dilihat dari skala yang lebih kecil, misalnya dalam lingkup 
provinsi, beberapa kabupaten mencapai pertumbuhan yang cepat, sementara 
beberapa kabupaten lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Tiap-tiap 
kabupaten tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama, hal ini juga 
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disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber yang di miliki. Di samping itu, 
banyak investor dan penanaman modal yang lebih ingin menanamkan modalnya 
pada suatu daerah yang telah terpenuhi fasilitasnya, karena dengan berbagai 
pertimbangan, termasuk dalam menunjang kemudahan usahanya. Sehingga 
bagi daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas-fasilitas tersebut 
dimungkinkan akan relatif lebih tertinggal. Alhasil akan menyebabkan 
ketimpangan antar kabupaten semakin besar, yang akan berdampak pula 
terhadap tingkat pendapatan antar kabupaten tersebut. 
    Upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang  tinggi dan terus 
meningkat tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan dalam 
pembangunan (disparity). Ketimpangan ekonomi yang paling jelas terlihat adalah 
pada aspek pendapatan yang menimbulkan golongan kaya dan miskin, aspek 
spasial yang mengakibatkan adanya wilayah maju dan tertinggal serta aspek 
sektoral yang menyebabkan adanya sektor unggulan dan non unggulan. 
Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi 
pendapatan antar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok 
masyarakat berpenghasilan rendah. Kesenjangan ekonomi antar daerah di 
Provinsi Gorontalo di tunjukkan oleh  ketimpangan pendapatan antar 
kabupaten/kota dalam Provinsi Gorontalo berdasarkan nilai nominal PDRB. 
Salah satunya perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo 
berdasarkan nilai nominal PDRB perkapita kabupaten/kota Provinsi Gorontalo. 
Kesenjangan pembangunan dapat terjadi karena tiga faktor yaitu faktor 
alami, kondisi sosial budaya dan keputusan-keputusan kebijakan pemerintah. 
Keseimbangan antara kawasan menjadi penting karena keterkaitan yang bersifat 
simetris akan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah yang pada 
akhirnya akan mampu memperkuat ekonomi wilayah secara keseluruhan seperti 
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halnya bagian tubuh manusia, ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah akan 
mengakibatkan suatu kondisi yang tidak stabil. 
Menurut Rustiadi (2004), kesenjangan antar wilayah telah banyak 
menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu dibutuhkan 
kebijakan/program yang dapat mengatasi permasalahan kesenjangan antar 
wilayah, dan perencanaan yang mampu mewujudkan pembangunan yang 
berimbang.  
Pertumbuhan ekonomi itu sendiri artinya adalah suatu perubahan tingkat 
ekonomi yang berlansung dari tahun ke tahun (Sadono, 1994). Ini berarti bahwa 
untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan 
pendapatan rill daerah yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Indikator yang 
digunakan adalah PDRB. Dari PDRB, masing-masing daerah kabupaten/kota kita 
dapat mengetahui seberapa jauh pembangunan telah berhasil mensejahterakan 
masyarakatnya, dengan kata lain pemerataan pendapatan. Provinsi Gorontalo 
memiliki lima (5) kabupaten dan satu (1) kota dimana setiap kabupaten dan kota 
memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Meskipun perekonomian 
nasional dalam Gorontalo merupakan provinsi baru yang dimekarkan dari 
Sulawesi Utara, tetapi pertumbuhan ekonomi provinsi, kabupaten dan kota 
didalamnya menunjukan trend positif dan meningkat. Berikut ini tabel PDRB 
kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.   
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Tabel 1.1  PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Atas Harga 
konstan Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah) 
 
Sumber : BPS, PDRB di Provinsi Gorontalo 2006–2010 
Dari Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah PDRB Kabupaten/Kota Provinsi 
Gorontalo dalam satuan juta rupiah. PDRB Kabupaten dan Kota yang 
memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Gorontalo disusul Kota 
Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten 
Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dari kelima kabupaten dan satu kota 
tersebut, nilai tertinggi PDRB diduduki oleh Kabupaten Gorontalo pada tahun 
2010 yakni sekitar Rp.861.725 dari total PDRB kabupaten/kota tersebut dan 
yang memiliki nilai terkecil PDRB diperoleh pada tahun 2006 sekitar Rp.219.395 
diduduki oleh Kabupaten Bone Bolango dari total PDRB yang dimiliki oleh 
Kabupaten Gorontalo Utara. (BPS, 2010) Berdasarkan data tersebut diatas, 
penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tingkat disparitas 
pendapatan dengan lima kabupaten dan satu kota yang memiliki nilai tertinggi 
PDRB di Provinsi Gorontalo dengan mengkaji data lima tahun dari tahun 2006 
sampai tahun 2010. 
Strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 
Gorontalo menjadi sangat penting karena selain untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyrakat secara adi, untuk meningkatkan potensi-potensi yang 
Kabupaten/Kota 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 
Kab. Boalemo 254.636 272.683 292.767 310.753 330.634 292.294,6 
Kab. Pohowato 391.587 421.342 452.561 484.958 521.089 452.307,4 
Kab. Gorontalo 655.032 692.134 744.969 800.681 861.725 750.908,2 
Kab. Bone 
Bolango 219.395 232.301 247.031 832.001 280.568 362.258,8 
Kab. Gorontalo 
Utara   170.623 183.157 196.999 210.732 263.774,4 
Kota Gorontalo 451.624 484.866 520.892 559.911 602.462 523.955 
Jumlah 2.137.907 2.273.968 2.441.377 2.616.363 2.808.784 2.455.679,8 
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dimiliki kabupaten/kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tidak 
sama. Wujud dari pembangunan tersebut dapat dilihat dari sejauh mana 
disparitas pendapatan yang terjadi. Disparitas yang dimaksud adalah tingkat 
ketidakmerataan pendapatan yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Provinsi 
Gorontalo. Untuk menghitung tingkat kesenjangan pendapatan perkapita antar 
kabupaten/kota di perlukan data kependudukan. 
Tabel 1.2.  Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 
Gorontalo Tahun 2006-2010 
 
KABUPATEN/KOTA     JUMLAH PENDUDUK   
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Kab. Boalemo 118.947 123.243 127.639 128.495 129.253 
Kab. Gorontalo 431.441 338.381 339.621 340.471 355.988 
Kab. Pohuwato 110.481 112.532 114.572 116.227 128.748 
Kab. Bone Bolango 127.977 129.025 130.025 131.797 141.915 
Kab. Gorontalo 
Utara - 94.829 95.177 96.506 104.133 
Kota Gorontalo 159.455 162.325 165.175 170.456 180.127 
Jumlah 948.301 960.335 972.208 983.952 1.040.164 
Sumber : BPS, Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo 2006-2010 
Dilihat dari tabel tersebut jumlah penduduk dari lima kabupaten dan satu 
kota PDRB tersebut yaitu jumlah penduduk tertinggi pada Kabupaten Gorontalo 
tahun 2010 berkisar 355.988  jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada Kabupaten 
Pohuwato pada tahun 2006 yaitu berkisar 110.481  jiwa, bahkan ada kabupaten 
yang belum mempunyai penduduk yaitu Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 
2006. Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan 
ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan 
tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk disatu pihak dapat 
menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat 
menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Kondisi-kondisi 
kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam 
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memperhitungkan berapa banyak tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi 
tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan dipergunakan untuk 
memproduksi barang atau jasa. 
Penelitian dengan judul “Analisis Kesenjangan Ekonomi antar 
Kabupaten/Kota di Provinsi  Gorontalo ini mencoba mendiskripsikan tingkan 
produk domestik regional bruto (PDRB) yang dicapai di Provinsi Gorontalo atas 
dasar harga konstan tahun 2006-2010, dimana dengan data tersebut kita dapat 
mengukur rata-rata PDRB yang di peroleh tiap penduduk dan rata-rata 
pertumbuhan ekonomi di kelima kabupaten dan satu kota Provinsi Gorontalo. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan 
dijadikan landasan pembahasan yaitu seberapa besar tingkat disparitas 
pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2006 - 2010? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota 
di Provinsi Gorontalo  periode 2006 - 2010. 
1.4. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
dalam mengembangan ilmu ekonomi khususnya berkaitan dengan pengkajian 
kebijakan ekonomi daerah. Disamping itu penelitian ini diharapkan juga 
memberikan kontribusi yaitu: 
1. Menambah wacana, informasi dan kajian tentang pembangunan ekonomi 
daerah, khususnya untuk Provinsi Gorontalo. 
2. Sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan bagi pengambil keputusan 
dalam perencanaan pembangunan daerah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Tinjauan Teoritis 
2.1.1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah 
Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan keseluruhan nilai 
produksi barang dan jasa di wilayah tersebut, dimana secara keseluruhan yang 
terjadi di wilayah tersebut yaitu: kenaikan keseluruhan nilai tambah (value added) 
yang terjadi. Hal ini terlihat pada PDRB daerah yang merupakan jumlah nilai 
tambah yang timbul dari semua unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu 
tertentu, ini berarti besarnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah secara kasar 
dapat menunjukan tingkat kemakmuran masyarakat di daerah yang 
bersangkutan. 
Boediono (dalam Tarigan, 2005:46) menjelaskan, bahwa pertumbuhan 
ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, jadi 
presentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari presentase 
pertambahan penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa 
pertumbuhan itu akan berlanjut. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi wilayah diperlukan kemampuan untuk menganalisis potensi ekonomi 
wilayah, yaitu terkait dengan menentukan sektor-sektor rill yang perlu 
dikembangkan agar perekonomian wilayah tumbuh cepat dan disisi lain mampu 
mengindentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan 
menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk 
menganalisis potensi ekonomi wilayah dapat digunakan analisis Location 
Quotient (LQ) yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor 
di suatu wilayah kabupaten kota dengan peranan sektor yang sama di wilayah 
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provinsi dalam hal ini yang dioerbandinkan adalah nilai tambah yang lebih besar, 
dalam hal ini yang diperbandingkan adalah nilai tambah sektor tertentu di 
kabupaten kota dengan nilai tambah sektor sama di tingkat provinsi. 
Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu 
proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah 
meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah juga  
mencakup proses  pembentukan institusi-intitusi baru, pembangunan industri-
industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan 
barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih baik, 
mengembangkan pasar-pasar yang baru. Kesemuanya ini  dapat mengakibatkan 
meningkatnya jumlah dan jenis peluang kerja unruk masyarakat di daerah yang 
bersangkutan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk 
masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah 
daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif untuk 
mendorong pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus 
memfasilitasi dan mengembangkan  partisipasi masyarakat dengan 
menggunakan potensi sumber daya yang ada harus dan mampu menaksir 
potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun 
perekonomian daerah (Arsyad, 1999) 
Pembangunan ekonomi oleh beberapa ahli ekonomi dibedakan 
pengertiannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan 
sebagai pertama: Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat 
pertambahan GDP/GNP pada suatu tingkat tertentu  melebihi tingkat 
pertambahan penduduk. Kedua: Perkembangan GDP/GNP yang berlaku dalam 
suatu daerah/negara diikuti oleh perubahan dan modernisasi struktur 
ekonominya. 
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2.1.2. Disparitas Pendapatan 
Menurut Todaro (2003), pemerataan yang lebih adil di negara berkembang 
merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. 
Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan disuatu negara akan 
berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan 
antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh 
setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan 
masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah 
pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang 
berdeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan 
tingkat pemerataan pendapatan (ketimpangan pendapatan) daerah tersebut. 
Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan ini tergantung dari besar kecilnya 
perdedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan. 
Timpang atau tidak adanya pendapatan daerah dapat diukur melalui 
distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar 
wilayah tertentu dimana pendapatan yang diterima wilayah tersebut terlihat pada 
nilai PDRB-nya, sedangkan golongan masyarakat tentunya adalah jumlah yang 
diterimanya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang 
baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi 
tingkat pendapatan cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. 
Keadaan ini dijelaskan Todaro (2000), bahwa negara-negara maju secara 
keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata 
dibandingkan dengan negara-negara dunia yakni negara-negara yang tergolong 
sedang berkembang. 
Beberapa teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai 
dari munculnya suatu hipotesa yang terkenal yaitu Hipotesis U terbalik (inverter U 
curve) oleh Simon Kuznets tahun1955. Beliau berpendapat bahwa mula-mula 
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ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, 
namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi 
pendapatan makin merata. Ketimpangan distribusi pendapatan tidak terlepas 
atau sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan 
masalah yang dihadapi oleh semua Negara di dunia.  
Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembangian 
hasil pembangunan suatu Negara dikalangan penduduknya. Distribusi 
pendapatan sebagai suatu ukuran dibenakan menjadi dua ukuran pokok,baik 
utuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif (Todaro, 2000) yaitu 
pertama: pendapatan “personal” atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran 
atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi 
pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli 
ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga 
dan total pendapatan yang mereka terima, dimana pendapatan yang mereka 
peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula berapa banyak yang 
diperoleh masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari penkerjaan 
mereka berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-
sumber pendapatan yang menyangkut lokasi dan jenis pekerjaan. Kedua: 
distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pendapatan menurut bagian 
factor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu 
sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Menurut Ahluwalia (1997) dalam Pramono 
(1999) mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dapat 
digambarkan dalam 2 (dua) hal yaitu: pertama: perbandingan jumlah pendapatan 
yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini 
didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima. Ahluwalia (1997) 
menggolongkan penduduk penerima pendapatan yakni 40 persen penduduk 
menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk menerima 
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pendapatan menengah, 20 persen penduduk menerima pendapatan paling 
tinggi. Kedua: distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk 
yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang 
dari pendapatannya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria bank 
dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen penduduk dengan distribusi 
pendapatan terendah menerima kurang dari 20 persen pendapatan nasional. 
Ketidakmerataan yang sedang, bila 40 persen penduduk dengan pendapatan 
terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidakmeraan yang 
rendah bila 40 pesen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih 
dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional. 
Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur 
kemerataan distribusi pendapatan salah satunya adalah Kurva Lorenz. Dimana 
Kurva Lorenz mengambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional 
dikalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak didalam sebuah bujur 
sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif penduduk. 
Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. 
Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan 
distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika Kurva 
Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan 
keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang 
dan tidak merata. 
Menurut Todaro (2007), untuk mengukur ketimpangan distribusi 
pendapatan biasa juga digunakan koefisien Gini, dimana pada koefisien Gini 
bernilai antara 0 (nol) sampai 1 (satu) yag merupakan rasio antara luas area 
antara kurva Lorenz dengan garis kemerataan sempurna dengan luas area di 
bawah kurva Lorenz. Jadi koefisien Gini yang rendah mengindikasikan bahwa 
distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya semakin besar koefisien Gini 
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mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok 
menerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 
(nol) berarti terdapat kemerataan sempurna ( setiap orang memperoleh 
pendapatan yang sama persis) koefisien Gini sebesar 1 (satu) menunjukan 
ketidakmerataan sempurna (dimana satu orang memiliki/menguasai seluruh 
pendapatan totalnya, semantara lainya tidak memperoleh pendapatan sama 
sekali). 
Gamabr Kurva Lorenz 
 
 
 
 
 
 
                                                 % penduduk 
 
2.1.3. Faktor – faktor Penyebab Disparitas Pendapatan 
Sharp (2004), menjelaskan ada beberapa hal yang dapat menjadi 
penyebab ketidakmerataan antar daerah. Pertama, adanya perbedaan sumber 
daya alam yang dimiliki. Kedua, adanya perbedaan kualitas sumber daya yang 
dimiliki, meliputi tanah (yang biasa ditanami), minyak dan gas, hutan, air dan 
bahan mineral lainnya. Ketersediaan sumber daya alam tersebut bagi suatu 
daerah merupakan sumber bagi pendapatan daerah tersebut, dengan demikian 
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biasa diartikan juga bahwa semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh suatu 
daerah tersebut, dan biasa dikatakan semakin besar tingkat kemakmuran 
masyarakatnya. Kenyataan yang ada menunjukan tidak semua daerah memiliki 
potensi sumber daya alam yang sama, bahkan cenderung berbeda satu sama 
lain, hal tersebut menunjukan kensenjangan pendapatan antar daerah. 
Perbedaan yang kedua yang terkait sumber daya manusia, meliputi 
kualitas tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja. Faktor ini 
merupakan faktor terpenting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. 
Sayangnya tidak semua daerah didukung dengan seumber daya manusia yang 
memadai dan satu sama lain, hal ini bisa dikarenakan perbedaaan budaya, 
kebiasaan dan adat istiadat yang ada di masing-masing daerah. 
Perbedaan akses modal, modal disini berarti persediaan faktor produksi 
yang secara fisik dapat direproduksi. Pembentukan modal dapat berarti 
masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi 
mengarahkan sebagian dari pendapatan untuk pembuatan barang modal, alat-
alat adan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan 
peralatannya, hal ini tentunya bisa dikaitkan dengan kemampuan menabung 
masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat kemampuan menabung masyarakat dapat 
dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: budaya menabung masyarakat dan tingkat 
pendapatan masyarakat yang tentunya tiap daerah berbeda, serta lembaga 
keuangan dengan berbagai alasan masih sering berpihak pada daerah maju 
untuk kemudahan akses modal, sehingga daerah miskin sukar memperoleh 
akses terhadap modal. 
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Menurut Myrdal (dalam Jhingan, 2003:270), menjelaskan aspek yang lain 
yaitu: kekuatan pasar, migrasi dan kegiatan perdagangan merupakan beberapa 
hal yang menyebabkan ketidakmerataan itu semakin melebar. Kekuatan pasar 
apabila dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah akan mendorong adanya 
perbedaan pertumbuhan wilayah, disatu sisi akan terdapat daerah yang sangat 
maju, namun disisi lain akan ada daerah tertinggal. Daerah yang maju akan 
menarik migrasi yang bersifat selektif sehingga akan menguntungkan daerah 
tersebut, dan memperburuk daerah yang tertinggal karena tenaga kerja yang 
mempunyai keunggulan akan lari ke daerah berkembang. Kegiatan perdagangan 
akan cenderung menguntungkan daerah maju dan merugikan daerah yang 
tertinggal, karena perluasan pasar seringkali memberi keuntungan yang 
sedemikian rupa kepada daerah maju sehingga daerah-daerah lain terhambat 
pertumbuhannya. 
2.1.4. Efek Disparitas Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Menurut Kuncoro dan Sukirno (1976), kesenjangan mengacu pada standar 
hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu 
adanya perbedaan faktor anugerah awal (endowment factor). Perbedaan inilah 
yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah 
berbeda-beda, sehingga menimbulkan jurang kesejahteraan di berbagai wilayah. 
Kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh tingkat kemajuan 
pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran Negara, sumber daya 
alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi 
struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997). 
Menurut  Mydral (2002), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah 
yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang merugikan (backwash 
effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) yang 
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dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang 
mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat 
bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan antar daerah. 
Kesenjangan mangacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. 
Kesenjangan dapat dibedakan menurut wilayah, daerah, pendapatan, dan tingkat 
kemajuan ekonomi antar daerah. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor-faktor, 
antara lain: tingkat pembangunan antar daerah yang berbeda–beda dan juga 
jenis pembangunan ekonomi. Disamping itu, ksenjangan antar daerah 
disebabkan karena adanya pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan pasar 
yang mengakibatkan kesenjangan antar daerah tersebut dapat meningkat.  
Bila sebagian besar hasil pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat 
dinikmati oleh sebagian besar penduduk atau masyarakat, maka keadaan 
demikian dikatakan bahwa tingkat pendapatan di wilayah tersebut dalam 
keadaan seimbang. Akan tetapi apabila sebaliknya, yaitu sebagian besar 
pendapatan hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk atau masyarakat 
maka hal ini dikatakan bahwa terjadi ketidakseimbangan atau ketimpangan 
pemerataan pendapatan.  
2.1.5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah 
Ibrahim (2004) mendefinisikan perencanaan adalah proses yang 
bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan 
berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka secara 
sederhana perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses 
pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh 
pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara 
terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat didaerah yang 
bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan 
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sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan 
perkembangan global. 
Keadaan sosial ekonomi yang berbeda setiap daerah akan membawa 
implikasi berupa cakupan perencanaan pembangunan untuk tiap daerah berbeda 
satu daerah dan lainnya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal 
yang mutlak dan sangat perlu dilakukan karena perencanaan pembangunan 
sangat dibutuhkan bagi terwujudnya daerah-daerah yang baru berkembang, 
meningkat efisiensi kegiatan ekonomi masih rendah, sehingga kalah bersaing 
dengan daerah yang terlebih dahulu maju. Namun jika daerah tersebut sudah 
dapat berkembang dan bekerja secara efisien diharapkan akan mengembangkan 
diri tanpa bantuan sepenuhnya dari pemerintah. Secara garis besar perencanaan 
pembangunan daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi, disamping 
mencegah jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan 
setempat, dan juga menghindarkan persaan tidak puas masyarakat. Kalau 
masyarakat sudah tentram, dapat membantu terciptanya kestabilan dalam 
masyarakat. 
2.1.6. Kedudukan dan Fungsi Kabupaten/Kota dalam Pertumbuhan 
Ekonomi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia menganut 
asas desentralisasi, yang berarti penyerahan wewenang pemerintah oleh 
pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Hal ini dilakukan guna mendorong pemberdayaan masyarakat dan 
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan daerah. Maka dari itu 
berdasarkan UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah, menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan 
daerah kota, sehingga daerah Propinsi berwenang untuk menentukan dan 
melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. 
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Daerah kabupaten/kota merupakan daerah integral dari wilayah Proponsi. 
Status kabupaten/kota sebagai perangkat daerah. Propinsi memberinya 
kebebasan dalam mengatur perekonomian dalam daerahnya sendiri dan 
mengupayakan pemenuhan segalah kebutuhan bagi masyarakatnya, sehingga 
kabupaten/kota berhak melakukan analisis potensi atas daerahnya untuk 
menggali sumber-sumber pendapatan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
(Ibrahim, 2004) 
kabupaten/kota juga menerima pelimpahan sebagian kewenagan  
Gubernur, kewenangan itu melalui berbagai perijinan, dan rekomendasi. Bila 
pelimpahan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat, maka posisi kabupaten/kota sangatlah strategis. 
Pelayanan koordinasi pembangunan untuk kegiatan-kegiatan lintas desa seperti 
jalanan dan jembatan juga menjadi kewenangan kabupaten/kota, sehingga 
pembangunan dilingkup kabupaten/kota dapat berjalan lancer, dalam hal ini 
kabupaten/kota berlaku sebagai simpil desa yang mengatur kelancaran 
koordinasi antar desa.(Riyadi, 2003) 
Pada intinya kabupaten/kota mempunyai kedudukan sebagai perangkat 
daerah propinsi yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah propinsi 
dengan masyarakat melalui pelimpahan kewenangan yang diberikan gubernur 
kepada bupati atau walikota, sebagai daerah otonomi yang mempunyai 
kewenangan mengatur dan bertindak atas daerahnya demi pertumbuhan 
ekonomi daerahnya sebagai satuan wilayah pembangunan. 
Hubungan timbal balik antara kota dan daerah pinggirannya, dengan 
kabupaten/kota sebagai wilayah antara, dapat dijelaskan sebagai berikut: gerak 
penduduk dari daerah pinggiran atau desa ke daerah atasannya (wilayah kedua) 
akan diikuti dengan aliran faktor produksi alam, modal, barang dan jasa. Bila 
diteruskan ke pusat kota, dengan demikian wilayah kedua ini akan berfungsi 
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sebagai wilayah antara terhadap daerah pinggiran. Bila digunakan sendiri oleh 
wilayah kedua, maka wilayah ini berfungsi sebagai pusat yang bersifat ekstraktif 
terhadap pinggirannya. Bila dikembangkan ke wilayah pinggiran, wilayah kedua 
ini berfungsi sebagai penghubung atau bersifat distributif terhadap wilayah 
pinggirannya (Hanafiah, 1997). 
Dari keterangan di atas memberikan suatu penjelasan mengenai fungsi 
kabupaten/kota sebagai wilayah antara, di mana kabupaten/kota akan menjadi 
tempat aliran faktor-faktor produksi dan memungkinkan terjadinya kengiatan 
ekonomi, yang memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian kota 
anatar dapat dimaknai sebagai kota penghubung antara pusat kota dengan 
pinggirannya terkait dengan berbagai keperluan seperti fungsinya untuk 
menyalurkan hasil pembangunan yang berada di pusat kota dengan daerah 
pinggiran dan sebagai tempat aliran faktor produksi. 
Kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai wilayah penghubung antara 
pusat kota dan daerah pinggiran guna memperlancar proses penyaluran hasil 
pembangunan di pusat kota dan sebagai tempat aliran faktor-faktor produksi 
serta dapat pula sebagai satuan wilayah pembangunan, karena adanya 
dukungan perdagangan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan 
kedudukannya sebagai daerah otonomi dan fungsinya yang sangat penting, 
dapat dikatakan bahwa Kabupaten/Kota merupakan kekuatan bagi wilayah 
kota/kabupaten dalam mendukung proses pembanguna (Soegijoko, 1997). 
2.2. Tinjauan Empiris 
2.2.1. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Savitri Gama tahun 2007 dengan judul 
“Disparitas dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Antar 
Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan dari tahun 1993 sampai dengan 2006. Untuk 
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mengukur kesenjangan digunakan indeks Williamson. Hasil dari analisis 
mengindikasikan bahwa peningkatan kesenjangan wilayah antar kabupaten/kota 
disebabkan oleh banyak faktor sebagai perbedaan PDRB perkapita, alokasi 
investasi, sumber daya manusia dan tenaga kerja. Dari hasil perkiraan data, 
ditemukan bahwa alokasi investasi mempengaruhi  wilayah. 
Penelitian oleh Sutarno (2003) dalam bentuk jurnal yang berjudul 
“Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten 
Banyumas, 1993-2000”, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 
pertumbuhan ekonomi dan memahami kesenjangan antar kecamatan di 
Kabupaten Banyumas. Alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, 
Indeks Williamson dan Indeks Entropy Theil. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan Tipologi Klassen, kabupaten Banyumas dapat 
diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu Kecamatan dengan pertumbuhan 
tinggi tetapi pendapatan rendah, dan pertumbuhan dan pendapatan rendah. 
Berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Entropy Theil, ditemukan bahwa 
masih terdapat disparitas yang dilihat dari PDRB perkapita antar kecamatan di 
Kabupaten Banyumas antara periode tahun 1993-2000. Dan yang terakhir ada 
hubungan yang negatif antara Indeks Williamson dan indeks Entropy Thei 
terhadap pertumbuhan PDRB.  
Penelitian oleh Yoenanto Sinung Noegraha dan Lana Soelistianingsih 
(2007) dengan judul “Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di propinsi 
Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 
Regional”, mencoba menganalisis kesenjagan wilayah menggunakan alat 
analisis Indeks Entropy Theil. Sehingga diketahui disparitas pendapatan 
Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Tengah. Hasil estimasi dengan data panel 
melalui metode efek acak (random effect) menunjukan bahwa faktor kesenjangan 
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pendapatan, migrasi keluar dan pengeluaran pemerintah daerah mempunyai 
pengaruh yang positif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional, sebaliknya 
inflasi regional mempunyai pengaruh yang negative. 
Penelitian oleh Firlita menggunakan data PDRB Sulawesi Selatan tahun 
2004 dan PDRB antar kabupaten di Sulawesi selatan tahun 2004. Untuk 
mengambil kesimpulan dari penelitian ini digunakan Indeks Gini sebagai analisis. 
Selanjutnya penelitian tersebut menyimpulkan bahwa selam kurun waktu 2000-
2004 indeks ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan cukup tinggi. 
Ketimpangan mulai tinggi pada tahun 2000  
dan mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2004. Tingkat 
perubahan dari tahun ke tahun memperlihatkan kecenderungan indeks Gini 
meningkat dan diperkirakan dari tahun ke tahun berikutnya masih tetap tinggi bila 
tidak ada kebijakan dari pihak yang terkait untuk memperkecil ketimpangan 
pendapatan antar kabupaten/kota. 
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2.2.2. Kerangka Pikir 
Dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini akan terbentuk dalam skema 
berikut ini:  
Gambar 1.1. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan jumlah (volume) barang dan jasa yang 
diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 
meningkat. Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan perbaikan distribusi 
(pemerataan) pendapatan dalam tiap-tiap kabupaten/kota. Dimana dalam tiap-
tiap kabupaten/kota akan mengahasilakan perbandingan antara kabupaten/kota 
yang satu dengan kabupaten/kota yang lain di mana akan menonjol tingkat 
disparitas pendapatannya. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur 
ketimpangan/disparitas pendapatan antar kabupaten/kotan digunakan Indeks 
Williamson dengan menggunakan data variabel jumlah penduduk dan 
pendapatan perkapita. Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota dapat 
Disparitas 
Pendapatan 
Pertumbuhan  
Ekonomi 
Indeks  
Williamson 
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disebebkan oleh: Pertama,  adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. 
Kedua, adanya perbedaan kualitas sumber daya yang dimiliki, meliputih tanah 
(yang biasa ditanami), minyak dan gas , hutan, air dan bahan mineral lainnya. 
Ketersediaan sumber daya alam tersebut bagi suatu daerah merupakan sumber 
bagi pendapatan daerah  tersebut, dengan demikian biasa diartikan juga bahwa 
semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut semakin 
besar tingkat kemakmuran masyarakatnya atau akan timbul kesejahteraan 
masyarakatnya. 
2.2.3. Hipotesis 
Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan sebelumnya dengan 
melihat tujuan dan kegunaan yang akan di capai dalam penulisan ini, maka 
penulis menarik hipotesis yakni diduga bahwa terjadi tingkat disparitas 
pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masih tinggi periode 
2006 sampai dengan 2010. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Lingkup Penelitian 
Dalam penelitian ini daerah yang digunakan adalah di daerah Provinsi 
Gorontalo Alasan memilih Propinsi Gorontalo sebagai daerah penelitian karena 
berdasarkan perkembangan aktual perekonomian regionalnya, terdapat 
ketimpangan jumlah PDRB yang dihasilkan antar satu Kabupaten/Kota dengan 
Kabupaten/Kota lainnya. Selain itu faktor kemudahan peneliti dalam 
mendapatkan data juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan ini. Sedangkan 
jangka waktu yang dipilih dalam penelitian ini adalah lima tahun (2006-2010). 
Pertumbuhan ekonomi Gorontalo beberapa tahun terakhir lebih tinggi 
dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional ini dikarenakan banyaknya 
pembangunan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan 
ekonomi hanya salah satu indikator akan adanya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Program pembangunan jangka panjang Gorontalo telah mampu 
membangun berbagai fasilitas, baik itu pembangunan infrastruktur maupun 
sektor lainnya. Saat ini masih banyak dari target-target pembangunan belum 
sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala teknis dan non 
teknis yang ada dilapangan, terutama dari segi pendanaan karena APBD 
terhambat, beberapa sektor membutuhkan perencanaan pembangunan jangka 
panjang dan pembangunan secara bertahap.    
3.2. Jenis Data Dan Sumber Data 
3.2.1. Jenis Data 
 Data sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, 
majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian atau dengan 
mengambil dari sumber lain yang diterbitkan oleh lembaga yang dianggap 
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kompeten berupa  data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo selama lima 
tahun. 
3.2.2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai macam sumber yang 
diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari BPS laporan Propinsi 
Gorontalo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan  sumber lain seperti  
internet dan studi kepustakaan 
3.3. Metode analisis 
Untuk mengetahui bagaimana kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan 
kesenjangan ekonomi, digunakan metode yaitu: 
3.3.1. Indeks Williamson 
Dalam penelitian ini akan digunakan indeks Williamson dalam mengukur 
ketimpangan pendapatan antar wilayah dalam hal ini antar Kabupaten/Kota di 
Provinsi Gorontalo. Rumus indeks Williamson ini akan menghasilkan angka 
indeks yang lebih besar dan sama dengan 0 (nol) dan lebih dari 1 (satu). 
Ekstrimnya jika angka indeks sama 0 (nol) maka menandakan tidak terjadi 
ketimpangan ekonomi antar kabupaten. Angka indeks yang lebih besar dari nol 
menunjukan adanya ketimpangan antar kabupaten. Semakin besar indeksnya 
berarti semakin besar pula tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten. 
Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah coefficient off variation 
yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Williamson 
indeks muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-
mula mengunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar 
wilayah. Indeks Williamson mengunakan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasanya jelas karena yang 
diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat 
kemakmuran antar kelompok. Walaupun demikian indeks ini juga mempunyai 
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kelemahan yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam 
perhitungan, namun demikian indeks ini juga cukup banyak digunakan dalam 
mengukur ketimpangan antar wilayah. 
Dengan menggunakan alat analisis indeks Williamson akan diketahui ada 
tidaknya ketimpangan antar pendapatan antar kelompok Kabupaten/Kota di 
Provinsi Gorontalo. Rumus indeks Williamson adalah sebagai berikut:   
 
IW=
√            
 
…………………………………............. (1) 
Keterangan : 
IW : Nilai Disparitas Pendapatan antar Kabupaten/Kota 
Y1 : Pendapatan Perkapita di Kabupaten/Kota i 
Y : Pendapatan Perkapita di Provinsi Gorontalo 
Fi : Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota i 
N  : Jumlah Penduduk di Provinsi Gorontalo 
3.4. Definisi Operasional Variabel 
Variabel-variabel yang dioperasionalisasikan dalam penelitian ini adalah 
semua variabel yang terkait dalam rumusan hipotesis. Untuk menghindari 
kesalahan persepsi dan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan 
dianalisis, maka akan diberikan batasan terhadap variebel-variabel berikut ini: 
1. Disparitas pendapatan merupakan terjadinya ketimpangan dalam 
distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang berpenghasilan 
tinggi dan kelompok masyarakat  yang berpenghasilan rendah. 
2. Indikator adanya kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota ialah 
adanya ketimpangan jumlah PDRB yang dihasilkan antar satu 
kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. 
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3. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 
masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut. 
4. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) adalah sejumlah produksi yang 
dihasilkan oleh setiap daerah jangka waktu  tertentu yang dinyatakan 
dalam rupiah dan persen. 
5. PDRB perkapita merupakan total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk 
yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. 
6. Penduduk merupakan jumlah penduduk dalam 1 tahun 
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BAB IV 
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.  Deskripsi Umum Wilayah Penelitian 
4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Gorontalo 
Gorontalo adalah provinsi yang ke-32 di Indonesia. Sebelumnya 
Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo 
di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah dengan 
otonomi daerah, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000. Sejak berdirinya Provinsi 
Gorontalo ini sudah terjadi 3 (tiga) kali pemekaran wilayah kabupaten/kota. Pada 
tahun 2003 Kabupaten Pohuwato berdiri, merupakan pecahan dari Kabupaten 
Boalemo, kemudian pada tahun 2007 Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 
Gorontalo Utara terbentuk merupakan pecahan dari Kabupaten Gorontalo. 
Pemekaran wilayah ini menyebabkan bertambahnya jumlah kecamatan dan 
kelurahan. Jumlah kecamatan tahun 2009 sebanyak 66 dan kelurahan sebanyak 
619. Tahun 2010 meningkat menjadi 67 kecamatan dan 656 kelurahan.  Provinsi 
Gorontalo terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0,19‟ – 1,15„ 
LU dan 121,23‟ –123,43‟ BT. Letaknya sangatlah strategis, karena diapit oleh 
dua perairan (Teluk Tomini di selatan dan Laut Sulawesi di utara). Ada pun visi 
misi Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan 
ekonominya yakni isi Provinsi Gorontalo adalah “terwujudnya percepatan 
pembangunan berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat yang 
berkeadilan di Provinsi Gorontalo”. Untuk mencapai visi pembangunan tersebut 
ditetapkan Misi Pembangunan Gorontalo 2012-2016 yaitu: Pertama, 
memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, 
mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, 
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sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara 
cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat. Kedua, meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manuasia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta 
pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendididkan dan Kesehatan. Ketiga, 
mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya kelautan, 
pertania, peternakan, kehutanan, danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya 
yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran 
masyarakat. Keempat, mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan 
beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman 
budaya serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan 
terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan. Kelima, 
menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah 
Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta 
menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi 
birokrasi.   
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Gorontalo, batas wilayah Provinsi Gorontalo adalah 
sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Laut Sulawesi 
Sebelah Timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang 
                Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara 
Sebelah Selatan : Teluk Tomini 
Sebelah Barat  : Kabupaten Parigi Moutong dan Buol, Provinsi 
    Selawesi Tengah.  
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Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten 
Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone 
Bolango, Kabupaten gorontalo Utara yang baru dimekarkan dari Kabupaten 
Gorontalo pada bulan Desember 2007 dan 1 (satu) kota yakni Kota gorontalo 
sebagai ibukota provinsi. Sedangkan kecamatan sebanyak 66 dan 
desa/kelurahan 615 yang tersebar di Provinsi Gorontalo sebagaimana terlihat 
dalam tabel di bawah ini: 
Tabel 4.1. Tabel Luas Daerah, Banyaknya Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi 
Gorontalo Tahun 2010 
KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH BANYAK  BANYAKNYA 
  (Km2) KECAMATAN DESA/KELURAHAN 
Kab. Boalemo 2.567,36 7 84 
Kab. Gorontalo 2.124,60 17 205 
Kab. Pohowato 4.244,31 13 105 
Kab. Bone Bolango 1.984,31 17 157 
Kab. Gorontalo Utara 1.230,07 6 56 
Kota Gorontalo 64,79 6 49 
Jumlah 12.215,44 67 656 
Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2010 
Jika ditinjau dari luas wilayahnya, yaitu dari total 12.215,44 km2 dan 
lautan seluas ±50.500 km2, Kabupaten Pohuwato merupakan daerah terluas, 
yaitu 4.244,31 km2, kemudian Kabupaten Boalemo mempunyai luas 2.567,36 
km2 dan Kota Gorontalo yang memiliki luas wilayah paling sedikit yaitu 
mempunyai luas  64,79 km2. Panjang garis pantai di bagian Utara dan Selatan 
±590 km2 Topografi Gorontalo di dominasi oleh perbukitan dengan ketinggian 
100-500 m di atas permukaan laut meliputi 45% luas daratan dan daerah curam 
(kemiringan 15 – 40%) meliputi 39% luas daratan. Sebagaimana layaknya, luas 
wilayah yang berada pada dataran yang cukup tinggi terlebih dengan struktur 
yang tidak rata maka sebagian besar lahan pertanian dimanfaatkan sebagai 
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ladang atau kebun. Hanya sebagaian kecil dari lahan pertanian di Gorontalo 
yang dapat dijadikan sawah yakni seluas 32.295 ha atau 1/8 dari total lahan 
perkebunan seluas 285.337 ha. 
Keadaan tanah dan pemanfaatannya mempengaruhi karakteristik 
pertanian di Provinsi Gorontalo. Sebagian besar masyarakat tani di Gorontalo 
merupakan petani ladang. Kelangkaan lahan sawah menjadi tantangan tersendiri 
bagi petani untuk dapat memilikinya. Banyak diantara mereka yang terpaksa 
menggarap lahan dengan kemiringan yang curam dan berada  di pegunungan 
sebagai alternatif terakhir untuk mencari nafkah. Pada umumnya lahan pertanian 
di pegunungan ditanami jagung, umbi-umbian, sayur-mayur, pisang dan lain-lain. 
Jagung merupakan tanaman yang paling banyak dipilih oleh petani Gorontalo 
dalam bercocok tanam. Luas panen jagung pada tahun 2007 mencapai 119.027 
ha dengan produksi 572.785 ton atau rata-rata produksinya 48,12 kuintal per ha. 
Sedangkan luas panen padi sawah pada tahun 2007 adalah 43.414 ha dengan 
produksi mencapai 197.779 ton atau rata-rata produksi 45,56 kuintal per ha. 
Komoditi pertanian utama di Gorontalo untuk kelompok sayur-sayuran adalah 
cabe dan tomat, sedangkan untuk tanaman perkebunan yang paling dominan 
adalah tanaman kelapa dalam, kakao, cengkeh, kemiri, dan aren.  
4.1.2  Penduduk Di Provinsi Gorontalo  
Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dalam Gorontalo Dalam 
Angka 2010 menunjukan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo Tahun 
2010 telah mencapai 1.040.164 jiwa . jika dibandingkan dengan tahun 2006, 
penduduk Provinsi Gorontalo hanya 948.300 jiwa. 
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Tabel 4.2. Tabel Banyak Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis 
Kelamin Di Provinsi Gorontalo 2010 (Jiwa) 
KABUPATEN/KOTA LAKI-LAKI Perempuan Jumlah Rasio Jenis 
  (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa) Kelamin 
Kab. Boalemo 65.867 63.368 129.253 103,91 
Kab. Gorontalo 178.088 177.901 355.988 100,11 
Kab. Pohuwato 65.561 63.187 128.748 103,76 
Kab. Bone Bolango 71.145 70.771 141.015 100,53 
Kab. Gorontalo Utara 52.97 51.163 104.133 103,53 
Kota Gorontalo 88.283 91.844 186.127 96,12 
Jumlah 521.914 518.25 1.040.164 100,75 
Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2010 
Penduduk Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil survei sosial ekonomi 
nasional (susenas) tahun 2010 yang dituangkan dalam Gorontalo dalam angka 
2010 berjumlah 1.040.164 jiwa yang tersebar di 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) 
kota dan dimana Kabupaten Gorontalo merupakan yang terbanyak jumlah 
penduduknya yakni 355.988 jiwa. Secara garis besar jumlah penduduk Provinsi 
Gorontalo yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding penduduk yang 
berjenis kelamin perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin 
yang lebih kecil dari seratus. Jumlah penduduk yang paling sedikit pada tahun 
2010 yakni Kabupaten Gorontalo utara sebesar 104.133 jiwa.  
Besarnya jumlah penduduk yang bejenis kelamin laki-laki yang paling 
banyak terdapat pada Kabupaten Gorontalo yakni sebesar 178.088 jiwa dan 
jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yang paling sedikit yakni 52.970 
jiwa yang ditempati juga oleh Kabupaten Gorontalo utara. Dimana jumlah 
penduduk yang berjenis kelamin perempuan pada tahun 2010 yang paling 
banyak sebesar 177.900 jiwa yang ditempati oleh Kabupaten Gorontalo 
sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang paling 
sedikit terdapat pada Kabupaten Gorontalo Utara yakni 51.163 jiwa. Sampai 
tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki berjumlah 521.914 jiwa dan perempuan 
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518.250 jiwa. Penduduk di Kota Gorontalo menunjukan rasio jenis kelamin lebih 
kecil dari seratus, hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki di kota tersebut lebih 
kecil dari jumlah penduduk perempuan. 
4.1.3 Pendidikan  
Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen pembangunan 
yang cukup mempengaruhi proses dan hasil pembangunan itu sendiri, dan untuk 
membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan tingkat 
pendidikan yang memadai. Salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan adalah 
dengan menggunakan angka partisipasi kasar. Instrumen ini mengambarkan 
persentase penduduk (siswa) yang besekolah pada tingkat tertentu tanpa 
memperhatikan tingkat umur terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada 
tingkat tertentu. Nilai APK dimungkinkan mencapai lebih dari 100% karena 
jumlah siswa yang bersekolah pada tingkat yang dimaksud tanpa memperhatikan 
tingkat umur pada tingkatan tersebut. jadi pada perhitungan APK, misalnya anak 
yang bersekolah di SMP dengan umur dari 13 tahun atau lebih dari 15 tahun, 
akan tetap masuk dalam perhitungan, sementara jumlah penduduk sebagai 
pembandingnya dibatasi dalam umur 13-15 tahun sebagai interval umur untuk 
anak SMP. Sampai dengan tahun 2008, untuk tingkat SD Kota Gorontalo 
memiliki APK dengan capaian yang tertinggi, sebesar 152% di tahun 2008. Untuk 
APK SD pada semua daerah mencapai lebih dari 100%, artinya fase awal 
program wajib belajar di Provinsi Gorontalo telah menunjukkan prestasi yang 
cukup baik. Hal ini juga didukung oleh angka pertisipasi murni (APK) SD yang 
mencapai lebih dari 85% pada semua daerah.  
Dari tahun ajaran 2009-2010 jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan TK 
Negeri/Swasta yaitu 554, SD/MI yaitu 922, SMP/MTs yaitu 313 dan 
SMA/SMK/MA yaitu 102. Jadi ini menunjukan bahwa jumlah sekolah untuk 
jenjang pendidikan yang paling banyak adalah tingkat pendidikan SD/MA yakni 
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922 dan yang paling sedikit tingkat pendidikannya adalah SMA/SMK/MA yakni 
102. Banyaknya murid untuk jenjang pendidikan TK Negeri/Swasta yaitu 20.548, 
SD/MI yaitu 146.361, SMP/MTs yaitu 47.076 dan SMA/SMK/MA yaitu 36.657. ini 
menunjukan bahwa jumlah murid untuk jenjang pendidikan yang paling banyak 
adalah tingkat pendidikan SD/MI yakni 146.361 dan tingkat pendidikan yang 
paling sedikit menurut banyaknya murid adalah tingkat pendidikan TK 
Negeri/Swasta yaitu 20.548. pada tahun 2009-2010 banyaknya jumlah guru 
menurut TK Negeri/Swasta  yaitu 1.856, SD/MI yaitu 14.522, SMP/MTs yaitu 
3.518 dan SMA/SMK/MA yaitu 2.559. jadi ini menunjukan bahwa banyaknya guru 
menurut tingkat pendidikan di Provinsi Gorontalo yang paling banyak adalah di 
tingkat Pendidikan SD/MI dan yang paling sedikit di tingkat pendidikan TK 
Negeri/Swasta. 
Di Grovinsi Gorontalo tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan pada 
tahun 2009 sebesar 25.267 jiwa tapi pada tahun 2010 tingkat pendidikannya 
menurun sebesar 24.448 jiwa. Pada tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan 
pada tahun 2010 yang lebih banyak adalah SLTA dimana jumlahnya sebanyak 
15.138 jiwa kemudian universitas sebanyak 5.138 jiwa sedangkan tingkat 
pendidikan yang paling sedikit adalah SD dibawah umur yakni sebesar 66. Jadi 
tingkat pendidikan di Provinsi Gorontalo masih rendah karena Provinsi Gorontalo 
masih mengalami pemekaran dan masih meningkatkan pertumbuhan dan 
pembangunan ekonominya. 
4.1.4 Potensi Sektor Provinsi Gorontalo 
Pola penggunaan tanah pada hakekatnya adalah merupakan gambaran 
didalam ruang yang merupakan gabungan hasil jenis usaha, tingkat teknologi, 
jumlah manusia dan keadaan fisik. Potensi sektor  yang unggul di tiap-tiap 
kabupaten di Provinsi Gorontalo adalah sektor pertanian. Dimana pangan 
sebagai kebutuhan pokok masyarakat menjadi perhatian pemerintah dalam 
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program peningkatan produksi. Pada tahun 2010 terjadi penurunan produksi padi 
yakni sebesar 1,31 %. Keadaan ini berbanding terbalik dengan produksi jagung 
yang mengalami kenaikan sebesar 19,34 %. Penerunan produksi padi di Provinsi 
Gorontalo ternyata tidak diikuti oleh produktifitasnya yang mengalami kenaikan 
dari 5,20 ton/hektar pada tahun 2009 dan menjadi 5,35 ton/hektar pada tahun 
2010. Sektor ini menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu 57% dari total tenaga 
kerja gorontalo. Pertumbuhan sektor pertanian didukung oleh potensi lahan 
pertanian di daerah Provinsi Gorontalo. Pada kurun waktu lima tahun terakhir 
(2006-2010), luas tanah dan produksi jagung terus mengalami peneingkatan. 
Luas panen pada tahun 2006 mencapai 109.792 ha meningkat menjadi 144.216 
ha pada tahun 2010 dan luas panen terbesar berada di Kabupaten Pohuwato 
yakni 47,20% dari total luas panen jagung provinsi. Untuk produksi jagung 
menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2006 sebesar 
416.220 ton meningkat menjadi 674.000 ton pada tahun 2010. Selain komoditi 
jagung komoditi pertanian lainnya juga memiliki potensi yang cukup besar seperti 
tanaman padi dan kedelai. 
Disektor perikanan dan kelautan merupakan sektor unggulan juga bagi 
Provinsi Gorontalo, dimana gorontalo memiliki garis pantai yang cukup panjang, 
garis pantai utara dan pantai selatan masing-masing memiliki panjang ±230 km2 
dan ±330 km2. Luas perairan Provinsi Gorontalo termasuk cukup besar yakni di 
utara sepanjang ±230 km2 menghadap ke laut selawesi terdapat areal Zone 
Economic Exclusive (ZEE) yang kaya dengan hasil laut bernilai ekonomi tinggi. 
Jenis ikan di zona tersebut antara lain adalah pelagis besar dan pelagis kecil dan 
disebelah selatan dibatasi oleh Teluk Gorontalo dengan panjang pantai ±330 km2 
dengan potensi yang dikandung berupa ikan laut jenis palagis besar, palagis 
kecil, ikan karang, dan lain-lain yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi 
serta untuk mencegah terjadinya perusakan terumbu karang karena 
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penangkapan. Sektro perikan laut dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan 
masyarakat dan peningkatan kesejahteraan dengan budidaya dan penengkapan 
ikan dengan tetap memperhatikan potensi lestari tangkapan. Potensi perikanan 
yang cukup besar yaitu dengan perikanan jumlah ikan laut (pelagis dan 
demersal) sebesar 1.226.090 ton/tahun dengan tingkat pemanfaatan baru 
sebesar 434.760 ton. Dengan demikian potensi perikanan baik laut, payau dan 
tawar masih belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebeb itu Pemerintah 
akan mengembangkan infrastruktur perikanan dan kelautan seperti fasilitas 
pelabuhan ikan dapat melayani pengumpulan dan pengolah untuk tujuan ekspor 
maupun kebutuhan domestik.   
Sektor perkebunan merupakan potensi lahan yang mempunyai peluang 
dikembangkan juga cukup menjanjikan. Komoditas yang cocok dikembangkan di 
wilayah Provinsi Gorontalo antara lain kelapa, kakao, cengkeh, pala dan kemiri. 
Dimana potensi pengembangan kelapa sejak awal sudah menjadi komoditas 
andalan Provinsi Gorontalo, sehingga hampir seluruh lahan yang sesuai untuk 
kelapa telah terpenuhi. Potensi yang tersedia untuk pengembangan kelapa 
adalah sebesar 121.867 ha, sedangkan luas eksisting tahun 2007 adalah 61.096 
ha. Potensi pengembangan terbesar adalah di Kabupaten Bone Bolango sebesar 
28,345 ha, kemudian Kabupaten Pohuwato seluas 9.688 ha, Kabupaten 
Boalemo sebesar 8.192 ha dan Kabupaten Gorontalo seluas 6.449 ha dengan 
demikian usaha produksi tanaman kelapa masih cukup layak dikembangkan 
untuk menhasilkan hasil pruduksi berkualitas dan meningkat. Sementara untuk 
potensi pengembangan tanaman kakao  di provinsi disesuaikan juga dengan 
lahan yang di sebesar 89.455 ha. sektor terbesar pengembangan kakao terdapat 
di tiga kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo seluas 28.555 ha, Kabupaten 
Pohiwato seluas 25.098 ha dan Kabupaten Boalemo seluas 18.766 ha. Usaha 
perdagangan sarana produksi untuk peningkatan produktivitas kakao dan 
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pemasaran biji kakao kering dari suatu kebun dengan luas 1500 ha sangat layak 
dikembangkan di Provinsi Gorontalo. 
Provinsi Gorontalo juga  merupakan salah satu area penghasil ternak yang 
cukup besar pada tahun 2009 terdapat ternak sapi sebesar 240.275 ekor, ayam 
sebesar 1.060.033 ekor dan kambing sebesar 91.117 ekor. Hewan sapi dan 
kambing sebagian dikonsumsi masyarakat dan sebagian diperdagangkan antar 
pulau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi pengembangan untuk 
usaha peternakan ini cukup prospektif dengan tersedianya lahan yang cukup 
luas. 
Pada sektor perkebunan di Provinsi Gorontalo mempunyai area 180.019, 
81 ha yang tesebar di Kabupaten Borontalo dan Kabupaten Bone Bolango 
sebesar 115.061,51 ha serta Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato 
sebesar 64.958, 30 ha. Dari potensi tersebut yang sudah dimanfaatkan baru 
83.277,25 ha untuk pengembangan 12 komoditi perkebunan. Dari luas 
pengembangan komoditi perkebunan tersebut 58.906,37 ha atau 70,74% adalah 
komoditi kelapa yang dikelola. Potensi perkebunan yang dikembangkan di 
Provinsi Gorontalo yakni kelapa, kakao, jambu mente, kopi, cassiavera pala, 
vanila, aren, cengkeh, lada, tebu dan kemiri.  
  sektor pertambangan dan energi di Provinsi Gorontalo mencakup 
sejumlah bahan tambang dan mineral yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi 
seperti emas, perak, tembaga, batu gamping, batu granit, kaolin, pasir kuarsa 
dan lempung (clay). Potensi ini mempunyai nilai ekonomi penting dalam 
peningkatan kemakmuran masyarakat di Provinsi Gorontalo. Secara geologis, 
potensi bahan tambang Provinsi Gorontalo tersebar di Kabupatan Gorontalo dan 
Kabuapten Boalemo. Menyangkut sektor energi dapat digambarkan bahwa 
secara umum kebutuhan listrik hanya mengharapkan pasokan dari PT. PLN 
Wilayah VII Gorontalo. Untuk tahun 2006 total daya terpasng sebanyak 
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91.855.770 VA dengan produksi sebesar 131.154.182 kwh, sedangkan listrik 
terjual sebesar 116.669.383 kwh. Jika jumlah pelanggan sebesar 106.670 
keluarga maka rata-rata pemakaian listrik per rumah tangga adalah 1.094 kwh. 
Melihat dilakukannya pemadaman listrik yang digilir menurut wilayah tertentu 
menunjukkan bahwa kemampuan PLN Gorontalo dari total produksi 131.154.182 
kw, terdapat 99,75% atau 130.829.543 kwh telah terpakai tapi belum seluruh 
wilayah di Provinsi Gorontalo telah mendapatkan pasokan energi listrik. 
Sektor perdagangan meliputi kegiatan ekspor dan impor yang merupakan 
salah satu penggerak roda perekonomian. Kegiatan ekspor dan impor di Provinsi 
Gorontalo selama setahun terakhir ini mengalami peningkatan secara kumulatif 
nilai ekspor Provinsi Gorontalo tahun 2010 sebesar 14.348.040 US$, sedangkan 
untuk impor sebesar 9.780.947 US$. Jika dilihat dari nilai ekspor berdasarkan 
jenis komuditi, maka pada tahun 2010 terdapat empat jenis komoditi yang 
mengalami peningkatan, yaitu jagung, kayu/barang dari kayu, bungkil kopra dan 
gula. Masing-masing komoditi tersebut meningkat sebesar 2,84%, 1,53%, 
32,33% dan 84,44%. Sebaliknya untuk komoditi rotan poles mengalami 
penurunan sebesar 40,95%. Philipinan merupakan salah satu Negara tujuan 
ekspor Provinsi Gorontalo dengan nilai tertinggi dibandingkan dengan Negara 
tujuan ekspor lainnya. Nilai ekspor Provinsi Gorontalo ke Philipina pada tahun 
2010 adalah 8.145.747 US$. Nilai tersebut meningkat sebesar 40,53% dari tahun 
2009, sedangkan Negara tujuan ekspor dengan nilai terendah adalah singapura 
yaitu hanya 111.888 US$. Jadi ini menunjukan bahwa nilai ekspor di Provinsi 
Gorontalo pada tahun 2010 mengalami peningkatan disbanding tahun 2009 
dimana jagung yang merupakan komoditi utama ekspor di Provinsi Gorontalo.  
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4.2.   Perkembangan Pendapatan Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di 
Provinsi Gorontalo 
Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi diharapkan dapat meningkatkan 
pendaptan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran 
masyarakat. Salah satu indikator kemakmuran adalah PDRB perkapita. Setiap 
tahunnya PDRB perkapita berbeda-deda antara daerah yang satu dengan 
daerah yang lainnya. 
Pada periode tahun 2006-2010 rata-rata PDRB Kabupaten Pohuwato 
ternyata mempunyai angka paling tinggi di Provinsi Gorontalo yang mecapai 
3,888 juta. Selanjutnya rata-rata PDRB perkapita tertinggi kedua ditempati oleh 
Kota Gorontalo yakni 3,16 juta . sementara daerah dengan rata-rata angka 
PDRB perkapita terendah selama periode 2006-2010 ditempati oleh Kabupaten 
Gorontalo Utara dengan nilai sebesar 1,556 juta. 
Selanjutnya, apabila dilihat setiap tahunnya pada kurun waktu tahun 
2006-2010 angka PDRB perkapita tertinggi selalu ditempati oleh Kabupaten 
Pohuwato disusul kemudian oleh Kota Gorontalo. Sementara yang terendah 
selalu ditempati oleh Kabupaten Bone Bolango, kecuali pada tahun 2006 dan 
2007 Kabupaten Bone Bolango berada diposisi kedua terendah dan angka 
terendah ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara yakni pada tahun 2006 
PDRB perkapita belum ada itu disebabkan karena Kabupaten Gorontalo Utara 
mengalai pemekaran pada tahun 2007 sehingga jumlah penduduknya pada 
tahun 2006 belum ada dan pada tahu 2007 sebesar 1,79 juta. 
Pada periode 2006-2010 PDRB perkapita pada Kabupaten Boalemo, 
Kabuapten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun dengan jumlah rata-rata PDRB perkapitanya sebesar 2,32 juta 
dan Kabupaten Gorontalo juga mengalami kenaikan PDRB perkpita dari tahun ke 
tahun pada tahun 2006-2010 yakni dengan rata-rata PDRB perkapitanya sebesar 
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2,064 juta, serta Kabupaten Bone Bolango mengalami kenaikan PDRBnya pada 
tahun 2006-2010 dari tahun ke tahun yang diperoleh rata-rata PDRB pekapitanya 
sebesar 1,688 juta. Pada Kabuapten Pohuwato PDRB perkapitanya tahun 2006-
2009 mengalami kenaikan tapi pada tahun 2010 PDRB perkapitanya menurun 
sehingga diperoleh rata-rata PDRB perkapitanya sebesar 3,888 juta. Kabupaten 
Gorontalo Utara PDRB perkapitanya juga mengalami peningkatan dari tahun 
2006-2009 tapi pada tahun 2010 PDRB perkapita menurun jadi diperoleh rata-
rata PDRB perkapitanya sebesar 1,558 juta serta pada Kabupaten Gorontalo 
PDRB perkapitanya mengalami peningkatan dari tahun 2006-2009 tapi juga 
mengalami penurunan pada tahun 2010 sehingga diperoleh rata-rata PDRB 
perkapitanya sebesar 3,16 juta. Jadi kita dapat melihat bahwa 3 (tiga) kabupaten 
yang mangalami kenaikan PDRB perkapita dari tahun ke tahun pada periode 
2006-2010 yakni Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Kabuapten 
Bone Bolango dan 3 (tiga) kabuapten lainnya juga mengalami kenaikan PDRB 
perkapita pada tahun 2006-2009 tapi pada tahun 2010 mengalami penurunan 
PDRB perkapitanya yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan 
Kota Gorontalo. Untuk lebih jelasnya PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi 
Gorontalo dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini: 
Tabel 4.3. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 
2006-2010 (Juta Rupiah) 
KABUPATEN/KOTA       TAHUN     
  2006 2007 2008 2009 2010 RATA-RATA 
Kab. Boalemo 2,14 2,21 2,29 2,41 2,55 2,32 
Kab. Gorontalo 1,51 1,85 2,19 2,35 2,42 2,064 
Kab. Pohuwato 3,54 3,74 3.92 4,17 4,04 3,888 
Kab. Bone Bolango 1,71 1,80 1,89 1,99 2,01 1,68 
Kab. Gorontalo Utara   1,79 1,92 2,04 2,03 1,556 
Kota Gorontalo 2,83 2,98 3,14 3,51 3,34 3,16 
Jumlah 11,73 14,37 15,38 17,01 16,39 14,976 
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4.3. Hubungan Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk dan 
PDRB Perkapita. 
Tabel 4.4. Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk PDRB 
Perkapita Perkabupaten/Kota Tahun 2010 
 
Dilihat dari tabel 4.4 Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 memiliki luas 
wilayah sebesar 12.215,44 km2, jumlah penduduknya 983.952 jiwa , kepadatan 
penduduk sekitar 85 jiwa/km2 dan PDRB perkapita sebesar 16,39 juta. 
Kabupaten pohuwato memiliki luas wilayah sebesar 4.244,31 km2 dimana jumlah 
penduduknya sedikit sekitar 128.748 jiwa, kepadatan penduduknya pun sedikit 
yakni sebesar  27 jiwa/km2 dan memiliki PDRB perkapita tertinggi diantara 
kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo yakni sebesar 4,04 juta. 
Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa rata-rata tingkat kepemilikan lahan 
penduduk suatu daerah itu  dapat berpengaruh terhadap tingginya PDRB 
perkapitanya. Kabupaten Gorontalo luas lahan sedikit yakni 2.124,60 km2, jumlah 
penduduknya banyak sekitar 355.988 jiwa, kepadatan penduduknya  sedikit 
yakni 160 jiwa/km2 dan PDRB perkapitanya rendah yakni 2,24 juta. Dari hal 
tersebut terlihat bahwa tingkat jumlah penduduk dan kepadatan penduduk 
Kabupaten Gorontalo itu tinggi tapi PDRBnya rendah hal ini berpengaruh 
terhadap luas wilayah atau lahan yang rendah. Sementara untuk Kabupaten 
KABUPATEN/KOTA 
LUAS 
WILAYAH 
JUMLAH 
PENDUDUK 
KEPADATAN 
PENDUDUK 
PDRB 
PERKAPITA 
  (Km2) (Jiwa) (Jiwa/Km2) (Juta Rupiah) 
Kab. Boalemo 2.567,36 129.253 50 2,55 
Kab. Gorontalo 2.142,60 355.988 160 2,42 
Kab. Pohuwato 4.244,31 128.748 27 4,04 
Kab. Bone Bolango 1.984,31 141.915 66 2,01 
Kab. Gorontalo Utara 1.230,07 104.133 78 2,03 
Kota Gorontalo 64,79 180.127 2.78 3,34 
Jumlah 12.215,44 1.040.164 85 16,39 
41 
 
Bone Bolango memiliki luas wilayah yang sedikit yakni 1.984,31 km2, jumlah 
penduduk yakni 141.915 jiwa, kepadatan penduduknya sedikit yakni 66 jiwa/km2 
dan PDRB perkapitanya juga rendah yakni 2,01 juta Hal ini dapat dilihat bahwa 
tingkat kepemilikan suatu lahan dan jumlah penduduk yang sedikit hal ini dapat 
berpengaruh terhadap rendahnya PDRB perkapita dan kepadatan penduduk di 
suatu daerah. Jadi besar kecilnya kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo 
dipengaruhi oleh luas lahan dan jumlah penduduk dan PDRB perkapita juga 
dipengaruhi oleh besar kecilnya luas lahan dan jumlah penduduknya.  
4.4. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi  Gorontalo 
Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota 
yang terjadi di Provinsi Gorontalo analisis yang digunakan adalah Indeks 
Williamson. Rumus indeks ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar 
atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Ekstrimnya jika angka indeks 
sama dengan nol maka menandakan tidak terjadi ketimpangan pendapatan di 
kabupaten/kota tersebut. Angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan 
adanya ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota tersebut. Semakin besar 
indeksnya berarti semakin besar pula tingkat ketimpangan pendapatan di 
kabupaten/kota tersebut. 
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Dari hasil perhitungan Indeks Williamson tiap kabupaten/kota di Provinsi 
Gorontalo selama periode tahun 2006-2010 dapat digambarkan sebagai berikut: 
Tabel 4.5. Hasil Perhitungan Tingkat Disparitas Pendapatan Tiap 
Kabupaten/Kota Dengan Menggunakan Rumus Indeks 
Williamson Periode 2006-2010 
Sumber: Diolah dari data BPS, Jumlah Penduduk Kab/Kota dan PDRB  di 
Provinsi Gorontalo berbagi edisi. 
Dari tabel 4.3. diatas dapat dilihat bahwa rata-rata angak indeks tiap 
kabupaten/kota selama periode 2006-2010 penelitian berkisar antara 0,2127 
sampai dengan 0.66566 . Dimana tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di 
Kabupaten Gorontalo dengan rata-rata angka Indeks Williamson sebesar 
0,66566 dan tertinggi kedua ditempati oleh Kota Gorontalo dengan angka 
sebesar 0,3251. Sementara posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Gorontalo 
Utara dengan rata-rata angak Indeks Williamson sebesar 0,21272. Sesuai 
dengan rumus Indeks Williamson akan menghasilakn perhitungan tingkat 
ketimpangan pendapatn jika angka indeks lebih besar dari pada 1 (satu) dapat 
dilihat lebih jelas bahwa diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo 
yang menujukkan besarnya tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota yakni 
Kabupaten Gorontalo pada tahun 2006 sebesar 1,2988. Kabuapten/kota lainnya 
juga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah tapi tingkat ketimpangannya tidak 
terlalu besar yakni lebih besar dari 1 (satu). 
KABUPATEN/KOTA       TAHUN     
  2006 2007 2008 2009 2010 RATA-RATA 
Kab. Gorontalo 1,2988 0,5154 0,5073 0,5098 0,4970 0,6656 
Kota Gorontalo 0,3128 0,3268 0,3305 0,3272 0,3383 0,3251 
Kab. Bone Bolango 0,3079 0,3153 0,3162 0,3183 0,3282 0,3171 
Kab. Boalemo 0,2832 0,3051 0,3068 0,3094 0,2925 0,2994 
Kab. Pohuwato 0,2418 0,2562 0,2574 0,2614 0,2611 0,2556 
Kab. Gorontalo 
Utara   0,2316 0,2767 0,2783 0,2770 0,2127 
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Pada tahun 2006 tingkat ketimpangan yang paling besar dan berada 
diurutan tertinggi adalah Kabupaten Gorontalo dengan angka Indeks Williamson 
sebesar 1,2988 dan urutan terendah dalam angka Indeks Williamson berada 
pada Kabupaten Pohuwato dengan anka Indeks Williamson sebesar 0,2418. 
Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2006 belum memiliki tingkat 
ketimpangan karena Kabupaten Gorontalo Utara mengalami pemekaran pada 
tahun 2007 jadi belum bisa dihitung tingkat ketimpangan yang terjadi. Untuk 
tahun 2007 tingkat ketimpangan yang berada diurutan tertinggi adalah 
Kabupaten Gorontalo dengan angka Indeks Williamson sebesar 0,5154 dan 
Kabupaten Gorontalo Utara berada pada urutan terendah diantara 
kabupaten/kota lainnya dalam Indeks Williamson sebesar 0,2316. Pada tahun 
2008 tingkat ketimpangan  yang tertinggi berada pada Kabupaten Gorontalo 
dengan angka Indeks williamson sebesar 0,5073 dan Kabupaten Pohuwato yang 
menempati urutan terendah dalam angka Indeks williamson  yakni sebesar 
0,2574. Selanjutnya pada tahun 2009 tingkat ketimpangan diurutan tertinggi 
berada pada Kabupaten Gorontalo dengan angka Indeks Williamsonnya sebesar 
0,5098 dan tingkat ketimpangan terendah berada pada Kabupaten Pohuwato 
dengan angka Indeks Williamson sebesar 0,2614. Kemudian pada tahun 2010 
tingkat ketimpangan  tertinggi juga berada pada Kabupaten Gorontalo dengan 
angka Indeks Williamson sebesar 0,4970 dan Kabupaten Pohuwato memiliki 
tingkat ketimpangan yang terendah  sebesar 0,2610. Jadi tingkat disparita 
pendapatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2006-2010 yang berada diurutan 
tertinggi tetap diduduki oleh Kabuapten Gorontalo dan tiap tahun tingkat 
disparitasnya menurun kecuali tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,5098 
sementara pada tahun 2008 tingkat disparitas angka Indeks Williamsonnya 
Cuma sebesar 0,5073. Dari tiap-tiap kabuapten/kota di Provinsi Gorontalo 
dengan menggunakan Indeks williamson tingkat disparitas yang paling rendah 
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pada tahun 2006-2010 adalah Kabupaten Pohuwato tapi tahun 2007 tingkat yang 
paling rendah berada pada Kabupaten Gorontalo Utara, ini disebabkan karena 
Kabupaten Gorontalo utara mengalami pemekaran dari tahun 2007.  
Bila dilihat setiap tahun selama periode penelitian, tiga kabupaten/kota 
dengan rata-rata tingkat ketimpangan tertinggi selalu ditempati oleh Kabupaten 
Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Sementara tingkat 
ketimpangan terendah selalu ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan 
angka indeks rata-rata sebesar 0,21272.Jadi Kabupaten Gorontalo ini 
menandakan bahwa ketimpangannya rendah dibandingkan dengan 
kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo. 
Apabila rata-rata angka indeks Williamson ini dibandingkan dengan rata-
rata PDRB per kapita di masing-masing kabupaten/kota maka akan nampak 
bahwa Kabupaten  Pohuwato yang menempati angka PDRB perkapita tertinggi 
di Provinsi Gorontalo tetapi berada diurutan kelima tertinggi dalam rata-rata 
indeka ketimpangan Williamson. Selanjutnya Kota Gorontalo dengan rata-rata 
PDRB perkapita tertinggi kedua dan berada pada posisi kedua dalam indeks 
ketimpangan Williamson. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan 
ekonomi di Kota Gorontalo jauh lebih baik dari beberapa kabupaten lainya yang 
ditunjukan oleh angka pendapatan perkapita yang tinggi dan tingkat ketimpangan 
yang hanya berada diurutan keenam dari semua Kabupaten/Kota di Provinsi 
Gorontalo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  4.6. berikut ini: 
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Tabel 4.6.  Rata-rata Indeks Williamson dan PDRB Perkapita 
Kabupaten/Kota Periode 2006-2010 
 
Kabupaten/Kota 
Rata-rata Indeks 
Williamson 
Rata-rata PDRB Perkapita 
2006-2010 
Kab. Gorontalo 0,6656 2,06 
Kota Gorontalo 0,3251 3,16 
Kab. Bone Bolango 0,3171 1,68 
Kab. Boalemo 0,2994 2,32 
Kab. Pohuwato 0,2556 3,88 
Kab. Gorontalo Utara 0,2127 1,55 
 
Dilihat dari tabel 4.6 dimana tingkat ketimpangan tertinggi pertama 
ditempati oleh Kabupaten/Kota Gorontalo dengan jumlah indeks Williamson 
0,6656 dan tingkat PDRB perkapita berada diurutan keempat tertinggi dengan 
jumlah 2,064. Selanjutnya tingkat ketimpangan tertinggi kedua ditempati oleh 
Kota Gorontalo dengan jumlah indeks Williamson 0,3251 dan tingkat PDRB 
perkapita berada diurutan kedua tertinggi dengan jumlah 3,16. Selanjutnya 
tingkat ketimpangan tertinggi ketiga ditempati oleh Kabupaten Bone Bolango 
dengan jumlah indeks Williamson 0,3171 dan tingakt PDRB perkapita berada 
diurutan kelima teringgi dengan jumlah 1,68. Tingakt ketimpangan tertinggi 
keempat ditempati oleh Kabupaten Boalemo dengan jumlah indeks Willaimson 
0,2994 dan tingkat PDRB perkapita berada diurutan ketiga tertinggi dengan 
jumlah 2,32. Tingkat ketimpangan tertinggi kelima ditempati oleh Kabupaten 
Pohuwato dengan indeks Williamson 0,2555 dan tingkat PDRB perkapita berada 
diurutan pertama dengan jumlah 3,888. Tingakt ketimpangan tertinggi keenam 
ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan indeks Williamson 0,2127 dan 
juga berada diposisi keenam sebagai kabuapten dengan PDRB perkapita 1,556, 
hal ini menunjukan bahwa kabupaten tersebut disamping sebagai kabupaten 
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dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah, juga tingkat kesenjangan 
antar penduduknya sangat tinggi.  
Sementara kabuapten/kota dengan tingkat pemerataan terbaik pertama 
ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan rata-rata indeks Williamson 
sebesar 0,21272 dengan PDRB per kapita rata-rata sebesar 1,556. Selanjutnya 
di posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Pohuwato dengan angka indeks 
sebesar 0,25556 dengan PDRB perkapita sebesar 3,888. Untuk lebih jelasnya 
dapat digambarkan pada matriks berikut ini: 
Tabel 4.7.  Kabupaten/Kota dengan Tingkat PDRB Perkapita dan Tingkat 
Ketimpangan Tertinggi dan Terendah 
  Periode 2006-2010 
TAHUN UKURAN 
PDRB PERKAPITA 
  
TINGKAT KETIMPANGAN 
  
2006 Tertinggi Kab. Pohuwato 3,54 Kab. Gorontalo 0,3218 
  Terendah 
Kab. Gorontalo 
Utara - 
Kab. Gorontalo 
Utara - 
2007 Tertinggi Kab. Pohuwato 3,74 Kab. Gorontalo 0,5154 
  Terendah 
Kab. Gorontalo 
Utara 1,79 
Kab. Gorontalo 
Utara 0,2316 
2008 Tertinggi Kab. Pohuwato 3,95 Kab. Gorontalo 0,55073 
  Terendah 
Kab. Bone 
Bolango 1,80 Kab. Pohuwato 0,2574 
2009 Tertinggi Kab. Pohuwato 4,17 Kab. Gorontalo 0,5098 
  Terendah 
Kab. Bone 
Bolango 1,89 Kab. Pohuwato 0,2614 
2010 Tertinggi Kab. Pohuwato 4,04 Kab. Gorontalo 0,4970 
  Terendah 
Kab. Bone 
Bolango 2,01 Kab. Pohuwato 0,2610 
 
Dari matriks diatas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Pohuwato memiliki 
angaka PDRB perkapita tertinggi di Provinsi Gorontalo periode 2006-2010 
namun Kabupaten Gorontalo menempati urutan teratas dengan tingkat 
kesenjangan pendapatan yang paling tinggi setiap tahunnya. Hal ini merupakan 
salah satu masalah yang selalu membayang-bayangi daripada kabupaten yakni 
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ketimpangan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan pasar karna kesuksesan 
dalam pasar selalu tak sama antar individu, kota, wilayah, peruahaan, dan 
industri. 
Selanjutnya PDRB perkapita terendah pada tahun 2006-2007 ditempati 
oleh Kabupaten  Gorontalo Urata kecuali pada tahun 2008-2010 ditempati oleh 
Kabupaten Bone Bolango. Begitu pula dengan tingkat pemerataan terbaik pada 
tahun 2006-2007 ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara kecuali pada tahun 
2008-2010 tingkat ketimpangan terendah ditempati oleh Kabupaten Pohuwato. 
Walau tingkat ketimpangan di masing-masing kabupaten/kota yang 
ditunjukan oleh angka Indeks Williamson terlihat belum terlalu parah namun 
apabila diperhatikan perkembangannya setiap tahun nampak kecenderungan 
ketimpangan pendapatan di masing-masing kabupaten/kota yang semakin 
melebar yang diperlihatkan oleh angka indeks Willaimson yang semakin tinggi 
dari tahun ke tahun kecuali Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo yang 
cenderung mengalami penurunan. 
Dari angka-angka tersebut diatas dapat diartikan bahwa perekonomian 
antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berkembang relatif tidak merata baik 
dalam struktur dan pola ekonomi di masing-masing wilayah. Penyebab 
ketidakmerataan ini sangat berkait pada potensi dan kemampuan masing-masing 
daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya.   
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa pada  kurun waktu 2006-
2010 ketimpangan pendapatan perkapita tiap-tiap Kabupaten/Kota di 
Provinsi Gorontalo na mpak berfluktuasi, mulai dari ketimpangan rendah 
sampai ketimpangan tinggi. Tingkat perubahan dari tahun ke tahun 
memperlihatkan kecenderungan indeks Williamson meningkat di masing-
masing kabupaten/kota terutama pada Kabupaten Bone Bolango di 
Provinsi Gorontalo.   
2. Tingkat ketimpangan menurut angka Indeks Williamson untuk Kabupaten 
Gorontalo cenderung mengalami penurunan dari tahun 2006-2010 tapi 
meningkat pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2007, tahun 2008 dan 
tahun 2010. Ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Gorontalo tahun 
2006 tingkat ketimpangan sangat besar yakni lebih dari 1 (satu) yaitu 
sebesar 1,2988 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang hanya 
lebih besar dari 0 (nol). Ketimpangan terendah di Provinsi Gorontalo 
tahun 2006-2010 terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara yakni pada tahun 
2007 ini disebabkan karena Kabupaten Gorontalo Utara merupakan 
kabupaten yang baru mengalami pemekaran.  Hal ini menandakan bahwa 
pada kabupaten/kota lainnya juga terjadi ketimpangan tapi tidak terlalu 
tinggi seperti Kabupaten Gorontalo. Perbandingan rata-rata angka Indeks 
Williamson dengan rata-rata PDRB perkapita tiap-tiap kabupaten/kota 
nampak bahwa PDRB Kabupaten Pohuwato menempati urutan paling  
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tertinggi, akan tetapi Kabupaten Pohuwato ini berada diurutan kelima 
tertinggi dalam Indeks Williamson sementara pada Kota Gorontalo rata-
rata PDRB perkapita dan rata-rata Indeks Williamson berada diurutan 
kedua. Perbandingan antara rata-rata Indeks Williamson dan rata-rata 
PDRB perkapita tahun 2006-2010 Kabupaten Gorontalo Utara berada 
diurutan 6 (enam) jadi untuk Kabupaten Gorontalo Utara rata-rata 
pendapatan PDRB perkapitanya rendah dan rata-rata tingkat 
ketimpangannya juga rendah ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan 
dan pendapatan disuatu kabupaten tersebut merata.           
3. Provinsi Gorontalo tahun 2010 memiliki luas lahan 11.967,64 ha, jumlah 
penduduknya 1.040.164 jiwa dan PDRB sebesar Rp 2.808.784 juta. 
Dimana pada tahun 2010 Kabupaten Pohuwato memiliki luas lahan yang 
paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, jumlah 
penduduk pun banyak dan tingkat PDRBnya pun tinggi ini disebabkan 
karena adanya daya dukung dari luas lahan dan jumlah penduduk yang 
produktif dan berkualitas sehingga tingkat PDRBnya meningkat. 
Kabupaten Bone Bolango memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak 
dan luas lahannya pun cukup besar tapi PDRBnya tidak terlalu tinggi, ini 
menunjukkan bahwa sember daya manusia dan sumber daya alam 
kurang produktif sehingga berpotensial menyebabkan PDRBnya rendah. 
Sementara Kabupaten Gorontalo memiliki luas lahan yang sempit tapi 
jumlah penduduk dan PDRBnya banyak, ini menandakan bahwa 
penduduk (SDM) Kabupaten Gorontalo lebih produktif dan berkualitas 
walaupun luas lahannya sempit sehingga PDRB Kabupaten Gorontalo 
tinggi.  
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5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perlunya penelitian lebih lanjut tetang faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Provinsi Gorontalo. 
2. Dengan melihat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo dapat 
diharapkan ada campur tangan atau kebijakan pemerintah untuk 
mengembangkan kualitas dan produktifitas baik SDM maupun SDA 
sehingga pembangunan lebih adil dan merata.  
3. Pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota perlu melakukan 
berbagai upaya yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan 
produktifitas sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya 
manusia antara lain dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan, 
disamping itu pemerintah daerah juga perlu menertibkan dokumen 
kepemilikan lahan khususnya bagi para petani. 
4. Pemerintah provinsi perlu mengupayakan pemerataan pembangunan 
antar kabupaten/kota. 
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PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Atas Harga konstan Tahun 
2006-2010 (Juta Rupiah) 
Sumber : BPS, PDRB di Provinsi Gorontalo 2006–2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN/KOTA 2006 2007 2008 2009 2010 RATA-RATA 
Kab. Boalemo 254.636 272.683 292.767 310.753 330.634 292.294,6 
Kab. Pohowato 391.587 421.342 452.561 484.958 521.089 452.307,4 
Kab. Gorontalo 655.032 692.134 744.969 800.681 861.725 750.908,2 
Kab. Bone Bolango 219.395 232.301 247.031 832.001 280.568 362.258,8 
Kab. Gorontalo Utara   170.623 183.157 196.999 210.732 263.774,4 
Kota Gorontalo 451.624 484.866 520.892 559.911 602.462 523.955 
Jumlah 2.137.907 2.273.968 2.441.377 2.616.363 2.808.784 2.455.679,8 
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Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 
2006-2010 
Sumber: BPS, Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo 2006-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN/KOTA     JUMLAH PENDUDUK   
  2006 2007 2008 2009 2010 
Kab. Boalemo 118.947 123.243 127.639 128.495 129.253 
Kab. Gorontalo 431.441 338.381 339.621 340.471 355.988 
Kab. Pohuwato 110.481 112.532 114.572 116.227 128.748 
Kab. Bone Bolango 127.977 129.025 130.025 131.797 141.915 
Kab. Gorontalo Utara - 94.829 95.177 96.506 104.133 
Kota Gorontalo 159.455 162.325 165.175 170.456 180.127 
Jumlah 948.301 960.335 972.208 983.952 1.040.164 
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Tabel Luas Daerah, Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2010 
KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH BANYAK  BANYAKNYA 
  (Km2) KECAMATAN DESA/KELURAHAN 
Kab. Boalemo 2.567,36 7 84 
Kab. Gorontalo 2.124,60 17 205 
Kab. Pohowato 4.244,31 13 105 
Kab. Bone Bolango 1.984,31 17 157 
Kab. Gorontalo Utara 1.230,07 6 56 
Kota Gorontalo 64,79 6 49 
Jumlah 12.215,44 67 656 
Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2010 
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PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo  
Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah) 
Sumber : BPS, PDRB Perkapita di Provinsi Gorontalo 2006– 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN/KOTA       TAHUN     
  2006 2007 2008 2009 2010 RATA-RATA 
Kab. Boalemo 2,14 2,21 2,29 2,41 2,55 2,32 
Kab. Gorontalo 1,51 1,85 2,19 2,35 2,42 2,064 
Kab. Pohuwato 3,54 3,74 3.92 4,17 4,04 3,888 
Kab. Bone Bolango 1,71 1,80 1,89 1,99 2,01 1,68 
Kab. Gorontalo Utara   1,79 1,92 2,04 2,03 1,556 
Kota Gorontalo 2,83 2,98 3,14 3,51 3,34 3,16 
Jumlah 11,73 14,37 15,38 17,01 16,39 14,976 
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Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk PDRB 
Perkapita Perkabupaten/Kota Tahun 2010 
KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH 
JUMLAH 
PENDUDUK 
KEPADATAN 
PENDUDUK 
PDRB 
PERKAPITA 
  (Km2) (Jiwa) (Jiwa/Km2) (Juta Rupiah) 
Kab. Boalemo 2.567,36 129.253 50 2,55 
Kab. Gorontalo 2.142,60 355.988 160 2,42 
Kab. Pohuwato 4.244,31 128.748 27 4,04 
Kab. Bone Bolango 1.984,31 141.915 66 2,01 
Kab. Gorontalo Utara 1.230,07 104.133 78 2,03 
Kota Gorontalo 64,79 180.127 2.78 3,34 
Jumlah 12.215,44 1.040.164 85 16,39 
Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2010 
 
